‘BAPPEBT ‘

Urgensi Mengatur Transaksi Aset Kripto

Tanggal : Kamis , 17 Juni 2021
Media : hukumonline.com
Halaman -

Wartawan : Mochamad Januar Rizki
Muatan Berita : Positif

Media Monitoring Online

Narasumber : Muhammad Lutfi (Menteri Perdagangan), Indrasari Wisnu Wardhana, (Kepala Bappebti)

Rubrik : Utama
Topik : Kripto

Urgensi Mengatur Transaksi Aset Kripto
orriprdiai st o IO
penting pag! bemernah engalu segsan rapsakelreeout Karene eIl
b e

Fenomena renseks: asel kiplo sedena BERITA TERKAIT

menjamur saat i Kementerian
Pordagangan (Komendag) mencatat = Menijo Bursa Kipt Indonesia

terdapat pening fikan dar sisi
jumish dan niai pada transaksi aset krpto
tersebul Tercetel, jumlah investor kriplo
meningkal dar 4,5 ula pemein pada 2020

65 Sementara, niai %
ransaksi meningkat dar Rp €5 trilun pada
2020 menjaci Rp 370 triun.

= Beginl Logltas Bicln di ndonesia

i ito morjadi
bagian pentr Seningg

mengatur kegiatan transaksi aset krplo tersebut karens memilki fsio yang
Gapal merugian masyarekal Dia mengalakan kemunculan eselkiplo sael i
Sama dengan uang kertas saat pertama kel dgunakan

Sehubungan Ungginya isiko, Lull mengalakan mesyarekel perl dieduks

dinamica market dan isico yang teriad.Ini sebuah bagian dari investasi

dinamica ag:

benyak yang untung dan benyak rug.” eles Lulh dalam acera ‘Mengelole

Demam Aset Kipto-Perindungen Invesior i Perdagangan Asel Kplo', Kernis

78

Saal i, pamerilah menjacicen asel kplo sebagai komodias yang dopat
twran im Peraturan Bappeot:

No.5 Tahun 2012 tentang Ketentuan Toknis Penyolenggaraan Pasar Fisik Aset
Kiipto (Crypto Asset) i Bursa Berjangka

Namun, asot kripto in tidak dapat djadikan sebagai aat pembayaran seport
uang karena UL No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bawa Rupiah
sah & Kesatuan
Republik Indonesie. Sehingga selip lransaksi yang mempunyel ujoan
pembayaran, penyelesaian kewajban lannya yang harus dipenu dengan
uang, dan/atau transaksi kauangan lainnya yang diakukan di wiayah Negara
Rupian
(Basa: Porty Pasar Kipto)

Kopala Badan Pengawas Pordagangan Borjangka Komodi (8appobi Wistu

Wardhana,
tidak menyalahi perundang-undangan i Indonesia. Menurutnys, pengaluran
a untuk member pada

masyaraka

Selan il pengat untuk member

masyarakat "Kami juga memfasiliasiinovasi. Lalu reguiasi uniuk mencegan
s ninoga

terorisme” elas Wisnu.

Semontara tu, Kotua Satgas Waspada Investasi (SW), Tongam Lumban

ipusn. SWItelah memblokir 2 entas aset krpto legal. Modusnya
beragam, janjiken fxed ncome 1 persen per har, 14 persen per minggu. Ly,

mereka Juga menggunaken skema mull level markeling, pramida, elas
Tongam

Pelau peripuan fersebul memanlaaikan kelidaklanuan masyerakal dengen

da Kepada mesyerakat

agar terhingar deriperipuan. “Perlu digaris bawahi kegietan aset kipto i
buken tanah OJK. Delar angke perlndungan masyerakal OJK benluk SWI
dar lembaga

borupa eckasi masyarakat agar kenal aset kipto tu soperti apa. Karm juga
Iakukan tingakan roprosif iontkan kogiatannya, kami undang yang fegal dan
Kami juga umumkan kepada masyarakat enitas llegal tersebut. Karmi juga
laporkan kepada kepolsian, elas Tongar.

Sebelumny, i

lembaga keuangan di Indonesia untuk menggunakan mala uang kipto
aleu cryplocurrency Sebegen el pertbayaran maupUn alal servis s
Keuangan

idak bolen memiasiitasi atau menggunakan kipto Sebagai pamoayaran
ataupun aiat sorvs jasa keuangan” kata Gubernur Bl Perry Warjyo.

mata uang yang san
i Indonesia karena tidak sesuai dengan ketontuan peraturan porundang-
ungangan a
Undang-Undang Daser, Undang-Undang Bank Indonesia dan juga Undang-
Undeng Mata Uang,” legas Perry sepert diasir dari Anlsrs.

s s
memaslikan lembaga keuangan teloh mematuhi ketenlusr-4elentuan yang
dietaken olh peraiuran perundang-undangan

Sebagai infor sepert
mewaben di mesk
yang memadai Insirumen terssout juga fidak memili basis fundamental
Spekulasi Bank I ”
nata uang rupiah calam
darannya nasan.
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